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RINGKASAN

Anahisis kemampuan keuangan daerah i merupakan suatu studi tentang
aspek-aspek hiskal wvang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerzh. 1al ini
dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa umumnyva penerimaan ashi daerah (PAD) di
Indonesia hanya mampu membiayal sebagian kecil anggaran daerah, Kondisi ini
akan menyulitkan bagi dacrah-daerah terutama daersh kabupaten dan kota untuk
mandiri dalam rangka mewuwjudkan otonomi daerah. Permasalaban ini jusa dibadapi
aleh kabupaten dan kota di Sumatera Barat wakni relatifl rendabnya proporsi
pendapatan asli daerah untuk pembiavaan pelayanan publik, pemerintahan dan
pembangunan, sehingga tingkat keterpantungan fiskal terhadap pusat cukup linggi.

Oleh karcna itu, penelitian int bertujuan perfama, menganalisis kemampuan
keuangan daerah i Sumatcra Barat dengan analisis otonemi fiskal daerah dan
analiziz kemampuan fiskal dacrah, serta analisis ketimpangan Askal vertikal, Kedfie,
menganalisis pengaruh Variabel Ekonomi (PDEB/kapita dan struktur perckonemian
dagrah) terhadap otonomi fiskal dacrah. Sedangkan vang ferpa untuk mengetahi
karakieristik kemampuan kewangan daerah (kateporisasi daerah)  berdasarkan
kapasitas PAIY dan wpaya PAD i Sumatera Barat  Hipotesis penclitian adalah:
perfama, Struktur perekonoman  daerah dan pendapatan perkapita, berpengaruh
rw.  Tingkat Otonomt Fiskal Dagrah. Kedhs, Terdapat hubungan positif antara

kemampuan fis. .. daerah dengan kinerja fiskal daerah. Kerfga, Terdapat hubungan



BAR 1
PENDAHULUAN

L.1. Latar Belakang

Salah  satu kendala dalam mencapal  keberhasilan  pembangunan dan
pertumbuhan ckonomi daerah adalah keterbatasan kemampuan keuvangan  daerah
dan teradinya disparitas keusnpan antar daerah. Berdasarkan kajian Yayasan
indonesia Forum tentang  aspek finansial dari Otonomi Daerah ditemukan bahwa
pada umumnya peran PAD di propinsi, kabupaten dan kota dalam pembiayaan
ekonomi (APBID) sangal terbatas, kecvali Daerah Khusus Thukota Jakarta, Hal imi
menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan finansial daerah terhadap pusat dan
rendabnya kemampuan keuangan dacrab (Y1F, 20000 Kajan in juga menemukan
bahwa terdapat korelast yang posinf amtars dacrab vang kava sumber daya alam
danvataw kaya sumber daya manusia dengan peranan PAD di dalam APBD, Pada
tabun [997/1998, DK Jakanta dan Jawa Baral yang kava SDbM dan Riau yang kaya
SDA adalah tiga propinst di dalam sampel penelitian yang memiliki kontribusi PAD
terhadap APBD rata-rata di atas 30 % yvakni DK 606 %, Riau 42,9 % dan Jawa
Barat 39,5 "

Kondisi int menunjukkan bahwa dacrah-daerah vang memiliki SDA dan
SOM terbatas, sumber penenmaan dalam PAD-nya hanva bisa diandalkan dan
diharapkan dari sektor pajak daerah, Sebapaimana UU No. 22/1999 dan UL No,
25/1999, menvebutkan babwa sumber Pendapatan Asli Dacrah adalah berasal daci
hasil pajak daerab, hasil retribusi daerah, hasil perusshaan daerah (BUMD} dan
pengelolaan kekayaan dagrah lamnya yang dipisahkan serta lain-lai pendapatan

vang sah.



o

Dart komponen-komponen  PAD seperti vane dischut di atas, vang dapat
dibarapkan sebagai sumber penerimaan daerah di luar SDA adalah Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah. Meskipun Retribusi Dagrah pada prinsipnya adalah pungutan
dnerah scbapgal pembayaran atas jasa alau pemberian izin lerfentu vang khusus
disediakan oleh Pemenntah Daerah untuk kepentingan orang pribadi gtau badan,
telapt sumbsngannva terhadap PAD kabupaten dan kota cukup  signilikan,
sedanpkan  sumbangan dari laba perusahaan dacrah, besarnya relatif tergantung
perusahaan daerah vang dimiliki oleh dacrab yang bersanghutan. Karena i, Pajak
Daerah dan Retribust Daerah akan sangat menentukan kemampuan kevangan dacrah.
terutama cdalam masa pemberlakuan otonomt daerah karena meropakan sumber
utama penerimaan Pendapatan Asli Dacrah {PAD) hingpa saat i

Adanva suatu kenyataan lain bahwa pada umumnya sumber penerimaan asl
daerah-daerah i Indonesia hanya mampe membizyar sebagian kecill angparan
daerah, artinya teradi Stl‘l'ltil'cl.]iSH:i.i vang berlebihan di sisi kevangan, Kondisi
demikian jelas akan meoyulitkan bag deerah-dacrah untuk mandin dalam rangka
mewujudkan otonomi dacrah. Sumber-sumber penerimaan yang dimiliki selama in
tidek memungkinkan daerah terutama daerah kabupaten dan kota yang menjadi titik
berat pelaksanaan otonomi daerab, untuk bisa mempereleh pendapatan sendin yang
signilikan. Walaupun dalam prinsip keuangan negara untuk sistem pemerintahan
vang bertingkat, otonomi dacrah vang nyata Gidak berarti daerah harus mampu
membiayal seluruh atau sebapian besar dari pengeluarannya, namun dalam situasi
dowasa inil yang sarat denpgan eforia demokrasi, maka nampaknva perhaikan atay
peningkatan sumber-sumber pendapatan dJeerah tidak bisa ditawar-tawar lagi,

Artinya, kemampuan kevangan daerah harws lebib dipeckuoat lagi.



BAR VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Bugian ini merupakan kesimpulan dani urajan-uraian vang lelah dikemukakan
pada Bab | sampai dengan Bab VI, terutama Bab v vang berisikan hasil dan
pembahasan dari penelitian ini. Selanjutnya digjukan beberapa sarzn yang dapat
dijadikan  masukan dalam rangka memperkuat kemampuan  keuangan  daeraly
Kabupaten/kota di Sumatera Barat,

1.1, Kesimpulan

Pertama, dari hasi] penclitian dan pembahasan ditemukan Tingkat Olonomi
Fiskal Daerah (OFD) kabupatenkota i Sumatera Baral pada pericdc penelilian
masth rendah. Teruwtama daerah-dzerah kubupaten, proporsi PAD terhadap total
penerimaan dacrab rata-rata sangat kecil dan berada df baweal rala-rata propinsi.

Keadaan ini tegadi, disebabkan terbatasnya sumber-sumber pencrimaan
daeral kabupaten terutama dari pajak dan retribusi dzerah. Hal i membuktikan
balwa segala jenis pungutan dacrah yamg ada Jebih cenderung menguntungkan
dacrah perkotsan (wrban biaved) dibandingkan daerah kabupaten vang sehagian
besar wilayahnya adalah pedesaan (raral),

Pada tahun pertama pelaksanzan olonomi dacrah, ternvata tidak terjadi
perubaban yang signifikan terhadap pendapatan asli dacrah {PAD). Hahkan seluruh
dacrah Kabupaten dan Kota terjadi penurunan praporsi. Meskipun secara riil, PAD
vang diterima kabupaten dan kota terjadi peningkatan penerimaan, tefapi disisi fain
terjads pula peningkatan dana dari bantuan dan swurnbangan (DAL} serta bagi hasil,
Akibatmyva  proporsi  PAD terhadap total penerimaan dacrah dalam  APED

kabupaten/kota tidak mengalami peningkatan vang berarti,
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